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PERA iURAN DAERAH KOT A MOJOKERTO 

NOMOR 1 TAHUN 2009 

TENT ANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

T AHUN ANGGARAN 2009 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA MOJOKERTO, 

a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah seba- 
gaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Mojokerto bersama Walikot� Mojokerto telah menyempurnakan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan 
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/176. K/KPTS/- 
013/2008 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kota Mojokerto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan · 
Peraturan Walikota Mojokerto tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ; 

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 
2009 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan h_uruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang · 
APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2009. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tent.ang Pembentukan 
Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat; 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (t.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, . Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahi.m 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569) ; 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 t,:, .tFmfl ; 'ajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Nega, ... rcepublik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 130, Tambahan 

· Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ; 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851) ; 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) ; 

7. Undang-Undang Nomor ·1 Tahun 2004 te.ntang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355) ; • 

8. Undang-Undang Nomor 1 O Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389) ; , · 

. �,jl 
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Neqara (Lembaran 
.. Neqara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lernbaran N�gara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 



10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan ,. 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

11. Undang-Undan_g Nomor 32 tahun . 2004 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nornor . 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebaqalrnana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 
No. 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844) ; 

-:l· 
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentarig Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemedntahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 1118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nemer 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) : 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan. Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 'Iahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

-lndonesla Nomor 4503) ; 

18 .. � Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentanc Pinjaman 
. Daerah (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor .136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 457 4) ; 



19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005) tentang Dana ·:.��,� 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575) ; · 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentanc Sistem 
lnfonnasi Keuangan Daerah . (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada · Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577) ; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

23. Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan · dan · Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593) ·: 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tedtang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ 
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); · 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
�omor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

· Daerah : 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2009 ; 



29. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.· 

Denqan Persetujuan Bersarna 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO 

dan 
WALIKOTA MOJOKERTO 

( 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2009 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut : 

1. Pend_apatan Daerah 
2. Belanja Daerah 

Surplus I (Defisit) 

Rp 331.732.353.300,00 
Rp 419.278.350.300,00 
Rp (87.545.997.000,00) 

3. Pembiayaan Daerah : 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Rp 93.236.733.300,00 
Rp 5.690.736.300,00 

Pembiayaan-Neto - Rp 87.545.997.000,00 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenan: Rp 0,00 

Pasal2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Pendapatan asli daerah sejumlah Rp 21.080.818.400,00 
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 28T830.766.250,00 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp 22.820.768.650,00 

• 
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis 

pendapatan : 
a. Pajak Daerah sejumlah Rp 5.666.038.000,00 
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 9.863.336.400,00 
c. Hasil Pengolahan kekayaan daerah yang diplsahkan " sejumlah 

Rp 900. 000. 000, 00 
d. Lain-lain pendapatan asf daerah yang sah sejumlah Rp 4.651.444.000,00 



(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari [enls 
pendapatan : 
a. Dana bagi hasil sejumlah Rp 22.992.506.250,00 
b. Dana alokasi umurn seiurnlah Rp 238.050.260.000,00 
c. Dana alckasl khusus sejurnlah Rp 26.788."000.000,00 . ��� 

·, :.§ ,. ·- 
(4) Lain-lain pendapatan daer�h1�ang· sah sebadaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

terdiri dari jenis pendapatarr: 
a. Hibah sejurnlah Rp 6.247.631.400,00 
b. Dana darurat sejumlah Rp O, 00 
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp 16.545.964.900,00 
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp 0,00 
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah 

Rp 27.172.350,00 

Pasal � 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 
a. Belanja belanja tidak langsung sejumlah Rp 160.734.893.100,00 
b. Belanja belanja langsung sejumlah Rp 258.543.457.200,00 

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis 
belanja: 
a. Belanja pegawai sejumlah Rp 132.277.196.600,00 
b. Belanja Bunga sejumlah Rp 0,00 
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp o. 00 
d. Belanja Hibah sejumlah Rp 14.469.696.500,00 
e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp 3.988.000.000,00 
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp 0,00 
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 0,00 
h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp 10.000.000.000.00 

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis 
belanja: . 
a. Belanja pegawai sejumlah Rp 20.287.048.100,00 
b. Belanja belanja barang dan jasa s�jumlah Rp 107.891.218.900,00 
c. Belanja modal sejumlah Rp 130.365.190.200,00 ,. 

Pasal4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 
a. Penerimaan sejumlah · sejumlah Rp 93,236. 733.300,00 
b. Pengeluaran sejumlah sejumlah Rp 5.690. 736.300,00 



(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis 
pembiayaan : 
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 92.436. 733.300,,00 

·b. Pencairan dana cadanqan sejumlah Rp 0,00 
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang.d!pisahkan sejumlah Rp 0,00 
d. Penerimaarrpojarnan'daerar, sejumlah Rp. 0, 00 
e. -PeiierimaarFkembali�p·�[i'lbertan pinjamansejumtah Rp 800.000.000,00 
f. Penerimaan piutang ·cia�rah-s.ejumlah . �p 0,00 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis 
pembiayaan : 
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 0,00 �1, 

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp 2.3.50.000.000,00 
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp 1.865.736.300,00 
d. Pemberian piniarnan daerah sejumlah Rp 1.475.000.000,00 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
calam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdirt dari : 

3. Lampiran Ill 

5. Lampiran V 

4. Lampiran IV 

1. Lampiran I 
2. Lampiran II 

: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan 
Urusan Pernerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka 
Pengelolaan Keuangan Negara; 
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka 
Pengelolaan Keuangan Negara; 

' . 
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
7. lampiran VII : Daftar piutang daerah; 
8. Lampiran VIII : Daftar pernyertaan modal (investasi) daerah; 
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahaan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

10. Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya; 
11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelurnhya yang belum 

diselesalkan dan dianggarkan kembali dalam tahun angg9ran ini; 
12. Lampiran XII : Dattar dana cadangan daerah: dan 
13 .. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; 



Pasal6 

Walikota Mojokerto menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD; 

Pasal7 �\ 

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang menqetabuinva. memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto. 

,j. 

Ditetapkan · di Mojokerto 

Pada tanggal 13 Januari 2009 

WALIKOTA MOJOKERTO 

ttd. 

ABDULGANISOEHARTONO 

Diuhdangkan di Mojokerto 

Pada tanggal 13 Januari 2009 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO 

. ttd. 

Ir. SUYITNO, M.Si. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 080 070 846 
• 

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009 NOMOR 1/A 

Sa l'iln an sesu a.i de-ngan asli nya 
KEPALA BA.GIAN HUKUM. 

ttd 

PUDJI HARDJONO SH 
NIP. 19600729

1 198503 1 007 




